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ABSTRAK 
 
Zaenal Arifin, Pembimbing : Dr. Sanusi, S.H., M.H dan Imam Asmarudin, S.H., 
M.H “PENGGUNAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN 
PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM (UNJUK RASA) DITINJAU 
DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (Police Discretion Use of in Security of 
Submission of Public Demonstration Reviewed from the Aspect of Human Rights). 
Skripsi. Tegal, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti. 
Tujuan penelitian adalah : untuk mengetahui ketentuan penggunaan 
kewenangan diskresi Kepolisian diatur dalam peraturan perundang-undangan di 
Indonesia, untuk menganalisis standar operasional pelaksanaan diskresi 
Kepolisian dalam pengamanan aksi masa pada saat menyampaikan pendapat 
dimuka umum (demonstrasi) dan untuk mengetahui apakah penggunaan diskresi 
Kepolisian dalam pengamanan aksi masa tidak bertentangan dengan hak asasi 
manusia. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan dengan karakteristik deskriptif-preskrptif yang bersumber 
pada data sekunder, meliputi : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 
bahan tertier yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, kemudian dianalisis 
dengan analisis hukum.  
Ketentuan penggunaan kewenangan diskresi Kepolisian diatur dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia, adalah : Pasal 5 ayat (1) huruf a 
angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
Pasal 16 ayat (1), dalam bertugas, Polri berwenang, mengadakan tindakan lain 
menurut hukum yang bertanggung jawab; Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002. Standar operasional pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam 
pengamanan aksi masa pada saat menyampaikan pendapat dimuka umum 
(demonstrasi), yaitu : Satuan dalmas dilarang membawa senjata tajam atau senjata 
api; Satuan Dalmas bergerak dengan atas perintah Komandan dan dalam ikatan 
satuan; Anggota Dalmas dilarang berdebat dengan massa (diserahkan Tim 
Negosiator); Penggurtaan Tongkat "T' hanya untuk mendorong massa. Bukan 
untuk memukul; Penggunaan peluru Hampa dan Peluru Karet atas permintaan 
Kasatwil (Kapolres) dan dilaksanakan oleh Unit Tindak; Cek perlengkapan 
perorangan/satuan. Kewenangan diskresi dalam pengemanan kegiatan 
penyampaian aspirasi masyarakat dengan cara unjukrasa, penulis menyimpulkan, 
tindakan yang diambil dalam menangani para pengunjukrasa anarki dengan 
penggunaan kekerasan dan senjata api, tidak dalam kategori melanggar hak asasi 
manusia (HAM). 
Kata kunci : Unjuk rasa, Hak Asasi, Polisi 
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ABSTRACT 
 
  
Zaenal Arifin, Advisors: Dr. Sanusi, S.H., M.H dan Imam Asmarudin, S.H., M.H 
“Police Discretion Use of in Security of Submission of Public Demonstration 
Reviewed from the Aspect of Human Rights. Skripsi. Tegal, Law Studies Program 
Faculty of Law University of Pancasakti.  
The research objectives are: to determine the provisions on the use of the 
Police discretionary authority regulated in Indonesian laws and regulations, to 
analyze the operational standards of the implementation of the Police discretion 
in securing future actions when expressing public opinion (demonstrations) and to 
determine whether the use of Police discretion in securing actions period does not 
conflict with human rights.  
This type of research is normative legal research with a statutory approach 
with descriptive-prespective characteristics that are sourced from secondary data, 
including: primary legal materials and secondary legal materials. This secondary 
data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary 
materials obtained by means of literature study, then analyzed by legal analysis.  
The provisions for the use of police discretionary authority are regulated in 
statutory regulations in Indonesia, as follows: Article 5 paragraph (1) letter a 
number 4 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Article 
16 paragraph (1), when serving, Polri is authorized , take other actions according 
to responsible law; Article 16 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002. 
Operational standards for the implementation of Police discretion in 
safeguarding mass actions at the time of expressing public opinion 
(demonstration), namely: The unit of dmas is prohibited from carrying sharp 
weapons or firearms; The Dalmas Unit moves by the Commander's orders and in 
unit ties; Dalmas members are prohibited from debating with the masses 
(submitted by the Negotiator Team); The use of "T 'Sticks is only to encourage the 
masses. Not to hit; Use of empty bullets and rubber bullets at the request of the 
Regional Head of Regional Police (Kapolres) and carried out by the Action Unit; 
Check individual / unit equipment. The authors conclude, the actions taken in 
dealing with anarchist demonstrators by the use of force and firearms, are not in 
the category of violating human rights.  
 
Keywords: Demonstrations, Human Rights, Police 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar belakang masalah 
Di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian Negar 
Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani 
masyarakat, serta menegakkan hukum. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, maka tampak diketahui jika 
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara institusi maupun sebagai 
pribadi mempunyai tugas untuk melindungi, mengayomi, melayani dan 
menegakkan hukum, berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat. 
Salah satu  penegakan hukum yang sangat erat dengan tugas dan 
wewenang kepolisian adalah penegakan hukum pidana. Penegakan hukum 
pidana dalam sistem hukum modern, dikelola oleh negara melalui alat 
perlengkapannya dengan struktur yang birokratis, dikenal dengan istilah 
administrasi peradilan pidana, yang mempunyai ciri adanya badan-badan atau 
lembaga yang terlibat secara bersama-sama di dalamnya, walaupun dengan 
fungsinya yang berbeda. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo, adanya 
masing-masing lembaga penegak hukum yang berbeda fungsi, dalam 
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pelaksanaanya memerlukan pengorganisasian dalam mencapai tujuan yang 
sama dalam kerangka peradilan pidana. Proses pengorganisasian tersebut 
pada dasarnya merupakan kegiatan manajemen, dengan memanfaatkan 
seluruh sumber daya lembaga melalui orang, tehnik dan informasi yang 
dijalankan dalam kerangka struktur organisasi1.  
Menurut Muladi penegakan hukum merupakan suatu sistem, sub 
sistem dan inter sub sistem, yang dalam kenyataannya susunan tersebut 
senantiasa berproses. Dengan demikian tujuan penegakan hukum, tidak hanya 
mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance. Oleh karena itu 
tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan2. 
Salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian 
Republik Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Tolak ukur yang paling sederhana bahwa terciptanya kondisi yang aman dan 
tertib dalam kehidupan masyarakat adalah tidak adanya pertengkaran, 
perkelahian, atau keributan, dan tidak terjadi pencurian di masyarakat. Akan 
tetapi makna yang paling mendalam dari tugas menjaga keamanan dan 
ketertiban adalah sarana mewujudkan keadilan, kemakmuran dan 
kesejahteraan masyarakat (KKKM). 
Dalam mewujudkan KKKM, Polri memiliki peran tidak secara 
langsung, karena KKKM merupakan kebijakan secara makro yang 
pengelolaan dan pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi pemerintahan. 
                                                 
1 Satjipto Rahardjo,  Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, 
Yogyakarta, 2010, hlm, 16 
2 Muladi, HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2007, 
hlm, 2 
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Akan tetapi dengan upaya Polri betul-betul menjalankan dan melaksanakan 
tugasnya, maka kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat dapat 
tercapai.  
Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat jika tugas dan 
kewenangan Polri tidak hanya menyangkut aspek penegakkan hukum semata, 
melainkan juga Polri mempunyai kewenangan dalam aspek sosial lainnya 
yaitu aspek-aspek yang berpotensi dan menghawatirkan akan merusak 
ketenangan, keamana, kenyamanan masyarakat baik secara lahiriah maupun 
batiniah. 
Dilihat dari aspek tugas pemolisian yang dilakukan oleh Polri, 
maka diketahui tugas dan kewenangan Polri sangat luas. Untuk itu, peraturan 
perundang-undangan tentang Polri banyak mengatur tentang tugas-tugas dan 
kewenangan Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Disamping itu juga, Polri 
mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi dalam melaksanakan 
tugas-tugas tersebut.  
Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas 
utama Polri untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia 
yaitu masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Dalam hal yang demikian, 
maka keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modalitas penting dalam 
pelaksanaan pembangunan yang terus digarap oleh pemerintah bangsa 
Indonesia baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. 
Pembangunan akan berlangsung dengan baik jika ditunjang 
dengan stabilitas keamanan masyarakat yang senantiasi terjaga dan 
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terpelihara, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan 
masyarakat. 
Gangguan atau ancaman gangguan terhadap masyarakat pastinya 
akan memperburuk capaian pembangunan, dan hal tersebut akan berdampak 
pembangunan yang telah direncanakan akan berjalan tersendat, dan akibatnya 
masyarakat akan terlambat menikmati/merasakan “manisnya” dari 
pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Sehingga 
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempunyai andil begitu besar dalam 
pelaksanaan pembangunan ini, karena mandat untuk menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat ada ditangan Polri. 
Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri membagi masing-masing tugas 
tersebut dalam satuan fungsi guna mempermudah koordinasi dan fokus 
penggarapan bidangnya masing-masing walaupun secara keseluruhan Polri 
mempunyai tugas yang sama dan jam kerja yang sama yaitu 24 jam melekat 
pada saat dinas maupun di luar jam dinas, tugas-tugas pemolisian tetap 
diemban oleh setiap anggota Polri. 
Dilihat dari aspek tugas pemolisian yang dilakukan oleh Polri, 
maka diketahui tugas dan kewenangan Polri sangat luas. Untuk itu, peraturan 
perundang-undangan tentang Polri banyak mengatur tentang tugas-tugas dan 
kewenangan Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Disamping itu juga, Polri 
mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi dalam melaksanakan 
tugas-tugas tersebut. 
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Kewenangan diskresi yang diberikan kepada institusi Kepolisian 
tidak terlepas karena sifat Kepolisian yang universal sebagai penegak hukum. 
Setiap kewenangan yang besar akan berjalan dengan baik bila dilakukan 
sesuai dengan prosedur yang benar dan professional. Tapi banyak juga para 
penegak hukum memanfaatkan kewenangannya untuk mencari keuntungan 
pribadi atau melakukan penyalahgunaan wewenang yang dapat dijadikan 
salah satu cara atau modus oleh penyidik Polri dalam pelaksanaan penegakan 
hukum pidana yaitu utamanya dalam pelaksanaan penyelidikan dan 
penyidikan.  
B. Rumusan Masalah  
Permasalahan yang akan diteliti adalah : 
1. Bagaimanakah ketentuan penggunaan kewenangan diskresi Kepolisian 
diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ? 
2. Bagaimanakah standar operasional pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam 
pengamanan aksi masa pada saat menyampaikan pendapat dimuka umum 
(demonstrasi) ? 
3. Apakah penggunaan diskresi Kepolisian dalam pengamanan aksi masa 
tidak bertentangan dengan hak asasi manusia ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penulis meneliti permasalahan di atas adalah : 
1. Untuk mengetahui ketentuan penggunaan kewenangan diskresi Kepolisian 
diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; 
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2. Untuk menganalisis standar operasional pelaksanaan diskresi Kepolisian 
dalam pengamanan aksi masa pada saat menyampaikan pendapat dimuka 
umum (demonstrasi); 
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan diskresi Kepolisian dalam 
pengamanan aksi masa tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk 
pengembangan dan pembaharuan hukum acara pidana (hukum pidana 
formil) yaitu mengenai kewenangan diskresi dalam tugas dan wewenangan 
Polri dalam penyelidikan dan penyidikan. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk 
Kepolisian dalam merumuskan kebijakan terkait dengan penggunaan 
kewenangan diskresi dalam penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dalam 
rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam 
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dalam kode etik 
Kepolisian sebagai ihwal aparat penegak hukum pada sub penyidikan di 
Sistem Peradilan Pidana. 
E. Tinjauan Pustaka 
Beberapa penelitian atau tulisan yang terkait dengan penulisan skripsi dari 
Penulis adalah sebagai berikut : 
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1. Nurcahyanto, Alpurqon And M., Yamani Komar And Jonny, 
Simamora (2012) . Thesis, Fakultas Hukum UNIB, judul penelitian 
Pertanggungjawaban Penggunaan Kekuatan Polri Dalam Penanganan 
Unjuk Rasa Anarki Di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ( 
Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep / 01 / 01 / 2012 ).  Di 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 
pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, 
dan pelayanan kepada masyarakat. Unjuk rasa atau demonstrasi 
merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara, 
karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan 
pendapat di muka umum. Tetapi aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang 
mulai marak akhir-akhir ini terkadang disertai dengan tindakan yang 
tidak bertanggungjawab, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari 
unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri. Salah satu contoh unjuk rasa 
anarki yang terjadi di Pelabuhan Sape Kabupaten Bima, Nusa Tenggara 
Barat pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 lalu, yang berujung 
bentrokan antara pihak kepolisian yang melakukan pengamanan dengan 
massa yang melakukan unjuk rasa. Aksi demonstrasi yang tidak 
bertanggungjawab tersebut tentunya melanggar ketentuan yang terdapat 
dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Upaya penegakan hukum oleh 
pihak Kepolisian terhadap aksi unjuk rasa anarki tersebut mendapat 
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perlawanan dari warga yang memblokade jalur ke pelabuhan sehingga 
mengakibatkan dua orang meninggal. Dalam melakukan pengamanan 
unjuk rasa tersebut, anggota kepolisian menerapkan kewenangan diskresi 
kepolisian yang dimiliknya, serta berpedoman kepada Prosedur Tetap 
Kapolri Nomor : 01/X/2010 tentang penangulangan anarki dalam 
bertindak. Dari hasil investigasi internal di bawah pimpinan Inspektorat 
Pengawasan Umum Mabes Polri, sebanyak 5 ( lima ) orang anggota Polri 
dinyatakan bersalah karena telah menyalahi aturan karena keluar dari 
komando pasukan dan melakukan pemukulan yang berlebihan terhadap 
massa. Kelima annggota Polri tersebut mendapat hukuman disiplin 
karena telah melanggar Kode Etik Kepolisian. Adapun permasalahan 
yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana 
penanganan unjuk rasa dalam menghadapi perubahan eskalasi 
perlawanan massa di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat berdasarkan 
Prosedur Tetap Kapolri Nomor : PROTAP / 1 / X / 2010, tentang 
Penanggulangan Anarki dan bagaimana pertanggungjawaban 
penggunaan kekuatan oleh pihak kepolisian dalam penanganan unjuk 
rasa di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. 
2. Yunita Dwi Aryani. 2011. Judul Penelitian Pelaksanaan Tugas Kepolisian 
Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Kudus. 
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 
Negeri Semarang. Unjuk rasa atau demonstrasi biasanya dilakukan untuk 
mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh 
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pemerintah maupun swasta, menurut Pasal 1 angka 3 pada Undang-
undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat 
di Muka Umum, disebutkan bahwa pengertian unjuk rasa adalah 
“kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan 
pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka 
umum. Sedangkan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara 
khusus dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi 
secara umum.  Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menggambarkan 
secara empiris pelaksanaan kewenangan polisi dalam menagani unjuk 
rasa di wilayah hokum Polres Kudus. (2) Mengetahui keunggulan dan 
kelemahan dalam menangani unjuk rasa di wilayah hukum Polres Kudus. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan mengambil lokasi di 
wilayah hukum Polres Kudus. Fokus penelitian ini adalah bagaimana 
pelaksanaan tugas Kepolisian di wilayah hukum Polres Kudus dan 
mengetahui keunggulan dan kelemahan dalam mengani unjuk rasa. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode wawancara, metode dokumentasi dan metode observasi. Data 
tersebut kemudian dianalisis diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa dalam kasus unjuk rasa yang terjadi di wilayah 
hukum Polres Kudus pada tahun 2010 yang berjumlah 38 kasus tidak 
terdapat kasus yang mengalami kerusuhan sehingga berakhir dengan 
damai dengan adanya pengawasan dari pihak kepolisian. Dari jumlah 
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tersebut terdapat empat persoalan yang menjadi topik utama dalam 
berdemo yaitu politik (9 kali), ekonomi (13 kali), sosial budaya  (15 kali) 
dan keamanan (11 kali). Adapun beberapa kasus unjuk rasa yang tanpa 
melalui ijin terlebih dahulu kepada pihak Polres Kudus, akan tetapi 
personil dari kepolisian tidak serta merta membubarkan unjuk rasa 
tersebut melainkan tetap menjaga dan mengawasi jalannya unjuk rasa 
tersebut dari awal hingga selesai. Dalam menangani unjuk rasa 
dilapangan setiap personil polisi diperbolehkan untuk  bertindak sesuai 
dengan penilaiannya sendiri tetapi harus berdasarkan demi keamanan, 
ketertiban dan kepentingan umum. Saran yang disampaikan oleh penulis 
untuk pihak kepolisian adalah dengan melihat pelaksanaan kewenangan 
polisi menangani unjuk rasa di Polres Kudus seperti sekarang ini, adalah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pihak 
kepolisian diharapkan dalam menangani unjuk rasa bersifat bijaksana, 
pihak polisi harus konsekuen dengan UU No. 9 tahun 1998 tentang 
kemerdekaan menyampaikan pendapat, terhadap unjuk rasa tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu dengan membubarkan unjuk rasa tersebut, 
bagi setiap personil anggota polisi diharapkan dalam menangani unjuk 
rasa dapat terkontrol emosi sehingga citra polisi dimata masyarakat tidak 
dipandang jelek. 
3. Agung Tri Putra, B Judul Skripsi Peran Kepolisian Dalam Penegakan 
Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota 
Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017. Penelitian ini 
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bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum 
terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang anarkis dan untuk mengetahui 
faktor - faktor yang menghambat pelaksanaan penanganan unjuk rasa 
yang dilakukan mahasiswa yang berujung anarki oleh kepolisian. 
Penelitian ini dilaksanakan di kantor Polrestabes kota Makassar. Untuk 
mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berupa wawancara serta meminta data data kepada pihak yang terkait. 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu 
penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder dan 
bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari 
berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran 
kepolisian memiliki tiga tahapan yaitu persuasif, prefentif dan represif. 
Ketiga hal tersebut yang paling dominan dilakukan oleh kepolisian yaitu 
persuasif dan prefentif dengan kata lain pendekatan dalam bentuk 
negoisasi namun demikian tindakan represif dapat dilakukan bilamana 
eskalasi pengunjuk rasa sudah mengarah adanya perbuatan melawan 
hukum. Kemudian hal hal yang menghambat ada dua yaitu : Faktor 
internal petugas kepolisian yang dilapangan belum memahami tugas 
pokok polri dan tindakan arogansi dan overacting kemudian faktor 
eksternal para pengunjuk rasa tidak terkendali, rasio petugas kepolisian 
tidak seimbang dengan pengunjuk rasa lalu berbaurnya masyarakat 
dengan para pengunjuk rasa. 
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F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang 
bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan 
pustaka dan dokumen-dokumen hukum. Penelitian hukum ini terkait 
dengan pengaturan pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam Sistem 
Peradilan Pidana (Criminal Justice System), faktor-faktor apa yang 
mempengaruhinya dan keefektifan pelaksanaannya berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
2. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 
pendekatan perundang-undangan (statuta approach). Penggunaan 
pendekatan ini dikarenakan dalam penelitian ini penulis meneliti bahan 
hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang 
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di 
Muka Umumserta regulasi terkait lainnya, dalam hal ini Peraturan Kapolri 
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, 
Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka 
Umum 
3. Sumber Data  
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Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder. Data 
sekunder adalah data dalam bentuk tertulis. Keuntungan menggunakan 
data sekunder, adalah : 
a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap tersebut dan dapat 
dipergunakan dengan segera; 
b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh 
peneliti-peneliti terdahulu, sehingga penulis kemudian tidak 
mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis 
maupun konstruksi data; 
c. Tidak terbatas waktu maupun tempat.3  
 
Data sekunder terbagi atas 3 (tiga) keutamaan data sekunder yaitu : 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun 
bahan hukum primer skripsi ini adalah : 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; 
4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, 
dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum; 
                                                 
3 Soerjono Soekanto.Pengantar Penelitian Ilmu Hukum.Jakarta:UI-Press, 2010, hlm.12. 
24 
 
 
5) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen 
Penyidikan Tindak Pidana; 
6) Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP 
Pelaksanaan Penyidikan. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan 
hukum primer. Bahan hukum sekunder skripsi ini adalah berupa buku-
buku yang berupa tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi serta 
makalah hukum dan hasil penelitian yang relevan serta berkaitan 
dengan masalah yang diteliti; 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan 
hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penulisan skripsi 
ini adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedi. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Bahan penelitian penulis kumpulkan dengan cara studi kepustakaan 
(library research), yaitu mempelajari, memahami, mengidentifikasi dan 
mencatat literatur, peraturan perundang-undangan serta data-data yang 
berhubungan dengan masalah penelitian. 
5. Metode Analisis Data 
Data yang terkumpul selanjutnya diolah dengan memverifikasi dan 
validasi keabsahan data. Analisis data dilakukan dengan menerapkan cara 
berfikir silogisme dan metode deduktif guna menemukan kesimpulan atau 
jawaban dari pokok masalah. 
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G. Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, keaslian penelitian, 
kerangka teoritis dan sistematika penelitian. 
BAB II : TINJAUAN KONSEPTUAL   
Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai Tugas dan 
kewenangan Polri dalam penegakan hukum; Pengertian diskresi; Etika dan dan 
prosedur penyampaian pendapat dimuka umum. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Ketentuan penggunaan 
kewenangan diskresi Kepolisian diatur dalam peraturan perundang-undangan di 
Indonesia; Standar operasional pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam 
pengamanan aksi masa pada saat menyampaikan pendapat dimuka umum 
(demonstrasi); Apakah penggunaan diskresi Kepolisian dalam pengamanan aksi 
masa tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. 
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir dalam penulisan 
yang berisikan kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tugas dan Wewenang Polri 
1. Latar Belakang Berdirinya Polri 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian 
Nasional diIndonesia, yang bertanggung jawab langsung di 
bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh 
wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (Kapolri).4 
Sejarah terbentuknya kepolisian sudah ada pada zaman Kerajaan 
Majapahit. Pada saat itu patih Gajah Mada membentuk pasukan 
pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi 
raja dan kerajaan. Maka dari itu hingga saai ini sosok Gajah Mada 
merupakan simbol Kepolisian RI dan sebagai penghormatan, Polri 
membangun patung Gajah Mada di depan Kantor Mabes Polri dan nama 
Bhayangkara dijadikan sebagai nama pasukan Kepolisian.5 
Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan 
diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-
orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di 
Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di 
Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.6 
Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga 
diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada 
dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), 
inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama 
menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten 
wedana, dan wedana polisi.Kepolisian modern Hindia Belanda yang 
                                                 
4 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
5 M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), PT. Pradnya Paramita, 
Jakarta, 1991, hlm, 6 
6 Ibid., hlm, 7 
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dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari 
terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.7 
Pada masa ini Jepang membagi wiliyah kepolisian Indonesia 
menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian 
Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia 
Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di 
Banjarmasin.Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh 
seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh 
pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa 
dari kepala polisi.8 
Awal kemerdekaan IndonesiaPeriode 1945-1950 tidak lama setelah 
Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang 
membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, 
termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan 
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi 
kepolisian Indonesia yang merdeka.Dengan dibentuknya negara kesatuan 
pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut 
sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto 
yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.9 
 
2. Istilah Polisi dan Kepolisian 
Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara 
memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan 
“politea“, di Inggris “police“ juga dikenal adanya istilah “constable“, di 
Jerman “polizei“, di Amerika dikenal dengan “sheriff“, di Belanda 
“politie“, di Jepang dengan istilah “korban“ dan “chuzaisho“ walaupun 
sebenarnya istilah koban adalah merupakan suatu nama pos polisi di 
wilayah kota dan chuzaisho adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Dalam 
buku pertama Plato, yakni “politea“ yang mengandung makna suatu 
                                                 
7 Eki Baihaki, Dialektika Polisi, Masyarakat Dan Komunikasi, Unpad Press, 2009, hlm, 41 
8 Ibid., hlm, 42 
9 Ibid., hlm, 42 
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negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang 
bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan 
dijunjung tinggi.10 
Di dalam Black’s Law Dictionary disebutkan, “police“ adalah “The 
goverment departement charged with the preservation of public order, the 
promotion of public safety, and the prevention and detection of crime.11 
Dalam terbitan lain disebutkan “Police is a branch of the goverment 
which is charged with the preservation of public order and transquality, 
the promotion of the public health, safety and morals and the prevention, 
detection and punishment of crimes“.12 Arti kepolisian disini ditekankan 
pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai departemen pemerintahan 
atau bagian dari pemerintahan, yakni memelihara keamanan, ketertiban, 
ketentraman masyarakatm mencegah dan menindak pelaku kejahatan.13 
Penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa Polisi 
diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan 
dan ketertiban umum (orang yang melanggar undang-undang dan 
sebagainya); anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas 
menjaga keamanan tersebut).14 
Penjelasan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Kepolisian adalah 
segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan“.  
Istilah kepolisian dalam undang-undang tersebut mengandung dua 
pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Sebagaimana telah 
disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 “fungsi 
kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 
                                                 
10 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2010, hlm. 1-2 
11 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, ST.PAUL, MINN, 
1999, hlm. 1178.   
12 Henry Cambell Black, Black’s Law Dictionary with Pronounciations, Fifth Edition, West 
Publishing & Co. USA, 1979, hlm. 1042.  
13 Sadjijono, Memahami…, op.cit., hlm. 4.  
14 Situs kbbi.web.id, diakses pada tanggal 11 April 2014 
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pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan 
lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu 
lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan.15 
Merujuk dari pengertian-pengertian tersebut, bahwa istilah “polisi“ 
dan “kepolisian“ mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi“ 
adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan 
istilah “kepolisian“ adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai 
organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur 
dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan 
wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk 
menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan 
pelayan kepada masyarakat.16 
 
3. Tugas dan Wewenang Polri 
Dalam penegakkan hukum (pidana) Polisi merupakan institusi yang 
sangat menetukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini 
terlihat dalam sistem peradilan pidana, Polisi merupakan institusi pertama 
yang menangani perkara pidana. Kewenangan yang diberikannya akan 
berakibat adanya suatu penyeleksian atau penyaringan terhadap 
pelanggaran hukum. penyaringan ini artinya polisi akan melakukan 
identifikasi apakah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut 
benar-benar merupakan tindak pidana. 
Sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan penegakan hukum 
pidana akan melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi 
sendiri-sendiri, bekerja dalam kerangka sistematik yaitu tindakan badan 
yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. 
                                                 
15 Sadjijono, Memahami…, op.cit., hlm. 5.  
16 Sadjijono, Ibid. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto mengatakan:  
“instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang 
dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana 
demikian itu disebut model kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi 
misalnya hanya memberi peringatan pada orang yang melanggar 
peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan 
perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan 
penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk 
menuntut atau tidak menuntut seseorang dimuka pengadilan. Ini 
semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan 
hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut “crime control” suatu 
prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-
tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat.17  
 
Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan 
dari publik mana-kala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dan 
penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus 
yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil 
penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak 
yang terlibat dalam proses peradilan pidana, kemudian Kejaksaan 
membuat suatu dakwaan atau tuntutan yang akan disampaikan di hadapan 
Majelis Hakim Pengadilan dan masih terus berlanjut sampai betul-betul 
semua pihak menerima semua putusannya.  
Berdasarkan pada uraian di atas, jelas terlihat jika Polisi merupakan 
ujung tombak dalam penegakkan hukum, hasil dari Polisi ini baru 
kemudian diproses oleh istitusi lainnya. Dalam penegakkan hukum, bisa 
dikatakan juga bila pekerjaan polisi (yang diperoleh melalui proses 
penyelidikan dan penyidikan), akan dinilai oleh institusi lain yaitu pertama 
                                                 
17 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit : Alumni Bandung, 1981, hlm, 121 
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oleh Kejaksaan yang akan menentukan apakah hasil dari suatu penyidikan 
sudah layak untuk diajukan ke Pengadilan atau belum.  
Berkaitan dengan penegakkan hukum pidana, langkah dan gerak 
Polisi dibatasi oleh seperangkat aturan hukum pidana, yang secara prinsip 
melarang dipergunakannya cara-cara kekerasan dalam menangani 
tersangka pelaku kejahatan.18  
Disamping itu juga adanya ketentuan mengenai tugas dan 
kewenangan Polisi dalam penanganan suatu perkara pidana untuk 
menyelamatkan Polisi/petugas itu sendiri dari tindakan-tindakan yang 
berlebihan, juga sebagai instrumen untuk memandu dalam pelaksanaan 
pekerjaannya. 
Tugas dan kewenangan Kepolisian dalam penegakkan hukum 
pidana, secara yuridis ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
Tugas Polisi Republik Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu 
tugas pokok dan tugas Polisi dalam bertugas. Hal ini sebagaimana 
ditentukan di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, tugas 
pokok Polisi Republik Indonesia yaitu :  
a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  
b) Menegakkan hukum;  
c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat.  
 
Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, 
ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas 
pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi 
masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga 
                                                 
18 Pasal 20 KUHAP mengenai hak-hak tersangka, pada hakikatnya adalah pembatasan yuridis bagi 
Polisi dalam menangani tersangka. 
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tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat 
dikombinasikan.  
Dalam melaksanakan tugas pokok ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 
14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maka Polisi Republik 
Indonesia bertugas  
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;  
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;  
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa;  
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnya; 
Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum 
diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan 
terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap 
memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki 
oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.19 
                                                 
19 Penjelasan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 
tugas kepolisian;  
Sesuai dengan Penjelasannya, penyelenggaraan identifikasi 
kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana 
dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan 
instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian. Adapun 
kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran 
forensik, odontologi forensik, dan psikiatri forensik yang diperlukan 
untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. 
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung 
tinggi hak asasi manusia;  
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta  
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  
Dalam rangka menyelenggarakan tugas ini, maka Pasal 15 ayat (1) 
Undang–Undang Kepolisian secara umum POLRI berwenang untuk : 
1. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 
dapat mengganggu ketertiban umum;  
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 
masyarakat;  
Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain 
pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, 
penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan 
manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. 
17 
 
 
Wewenang ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi bersama 
instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;  
Di dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan "aliran" 
adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan 
perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara 
lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar 
Negara Republik Indonesia. 
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 
administratif kepolisian;  
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari 
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;  
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;  
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 
seseorang;  
9. Mencari keterangan dan barang bukti;  
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;  
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;  
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan 
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta 
kegiatan masyarakat;  
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 
waktu. 
 
Bentuk kewenangan lainnya yang dapat dilakukan oleh Polisi yaitu 
ditentukan di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang –Undang Nomor 2 Tahun 
2002 yaitu :  
1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan 
kegiatan masyarakat lainnya; 
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2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;  
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;  
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;  
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan 
peledak, dan senjata tajam;  
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap 
badan usaha di bidang jasa pengamanan;  
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian 
khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis 
kepolisian;  
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam 
menyidik dan memberantas kejahatan internasional;  
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing 
yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;  
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi 
kepolisian internasional;  
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 
kepolisian.  
 
Pasal 16 ayat (1) Undang –Undang Kepolisian menyatakan bahwa 
dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan pelaksanaan tugas 
(bertugas), maka Polisi Republik Indonesia berwenang :  
1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, 
dan penyitaan; 
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki 
tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;  
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik 
dalam rangka penyidikan;  
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan 
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;  
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  
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6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi;  
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;  
8. Mengadakan penghentian penyidikan;  
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;  
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat 
imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam 
keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal 
orang yang disangka melakukan tindak pidana;  
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada 
penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan 
penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut 
umum; dan  
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
 
Tindak lain yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 
Tahun 2002 yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang 
dilaksanakan jika memenuhi syarat –sayarat : 
1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 
tersebut dilakukan;  
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan 
jabatannya;  
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan  
5. Menghormati hak asasi manusia. 
 
Menurut Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2002, menentukan bahwa 
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan 
wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya 
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di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 
Kepolisian ditentukan : 
1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat 
bertindak menurut penilaiannya sendiri. 
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik 
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
3. Ketentuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pejabat 
Polisi Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma 
hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, 
serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan 
tugas dan wewenang tersebut, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.  
 
Dalam hubungannya dengan tugas dan wewenang Polisi, maka 
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana telah menempatkan 
kedudukan Polisi sebagai penyidik tunggal, dalam arti bahwa dalam 
Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana hanya Polisi Negara – lah 
sebagai pejabat satu-satunya yang mempunyai monopoli dalam 
penyidikan tindak pidana umum. 
Sebagaimana telah diuraikan di atas, Kitab Undang – Undang 
Hukum Acara Pidana membedakan pengertian antara penyidik dan 
penyelidikan. Disamping adanya perbedaan pengertian tersebut, antara 
penyelidik dan penyidik terdapat pula kewenangannya masing-masing, 
sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat 
(1) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana.  
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a. Karena kewajibannya, penyelidik mempunyai 
wewenang untuk :  
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang 
adanya tindak pidana; 
2. Mencari keterangan dan barang bukti; 
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan 
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
b. Atas perintah penyidik dapat melakukan 
tindakan berupa : 
1. Penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, 
penggeledahan dan penyitaan; 
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat; 
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. 
 
Setelah penyelidik selesai melaksanakan kewenangan sebagaimana 
tersebut di atas, penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil 
pelaksanaannya kepada penyidik. 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sedangkan 
wewenang penyidik, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang–
Undang Hukum Acara Pidana yaitu : 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang 
tentang adanya tindak pidana; 
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat 
kejadian; 
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan 
memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 
d. Melakukan penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, dan penyitaan; 
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e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi. 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
h. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
i. Mengadakan penghentian penyidikan; 
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab.  
 
Berdasarkan pada uraian dan ketentuan-ketentuan di atas, maka terlihat 
Polisi mempunyai peran yang cukup tinggi dalam penegakkan hukum pidana. 
oleh karena itu, Polisi mempunyai seperangkat tugas dan kewenangan yang 
tidak dimiliki oleh istitusi lain dalam sub sistem peradilan pidana (Kejaksaan, 
Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, Advokat).  
 
B. Pengertian Penyidikan 
Penyidikan sebagai salah satu tugas yuridis dalam tahap pra 
ajudikasi, menarik untuk dibahas karena dalam pelaksaan tugas ini sering 
terjadi pergesekan antara pelaksana dengan hak-hak individu, khususnya 
apabila telah dilakukan upaya-upaya paksa terhadap seseorang yang disangka 
melakukan kejahatan. Secara sosiologis, kewenangan polisi dalam proses 
pemeriksaan pendahuluan ini dapat dilihat sebagai  kedudukan (status) dan 
peranan (role). 
Berdasarkan perumusan kedua peraturan perundang-undangan 
diatas, Barda Nawawi Arief memerinci tugas pokok Polri20 sebagai penegak 
hukum yang memelihara keamanan dalam negeri, yang lebih luas mencakup 
berbagai aspek yang sangat luhur dan mulia, yaitu: 
1. Aspek ketertiban dan keamanan umum; 
                                                 
20 Barda Nawawi Arief, 1998: Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 
Pidana, Citra Aditya Bakti,  Bandung,  hal 3-4. 
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2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat/ dari 
gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan; dari penyakit-
penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang 
membahayakan; termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan 
memberi perlindungan dan pertolongan. 
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga 
masyarakat; 
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang 
penyelidikan dan penyidikan. 
Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 
Kepolisian Republik Indonesia, Polisi memiliki tugas pokok yaitu 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  Menegakkan hukum; dan 
Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
Dalam melaksanakan tugas pokok ini, maka Polisi Republik 
Indonesia bertugas :  
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;  
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga 
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;  
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  
f.     Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-
bentuk pengamanan swakarsa;  
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnya;  
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h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk 
kepentingan tugas kepolisian;  
i.    Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, 
dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung 
tinggi hak asasi manusia;  
j.     Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara 
sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta  
l.    Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. (Pasal 14 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002) 
Selanjutnya dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dengan 
memperhatikan perincian tugas yuridis Polri seperti telah dikemukakan di 
atas, terlihat pada intinya ada dua tugas Polri dibidang penegakan hukum, 
yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana "penal") 
dan penegakan hukum dengan sarana "non penal"). Dengan demikian dalam 
menjalankan tugasnya Polri sebenarnya "berperan ganda", baik sebagai 
"penegak hukum maupun sebagai "pekerja sosial" ("social worker").  
Untuk kedua tugas ganda ini, dalam Konggres PBB ke-5 (mengenai 
Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah digunakan 
istilah "law enforcement duties", dan "service-oriented task".21 
Peranan ganda dari tugas polisi sebagaimana disebutkan diatas 
sering disebut pula dengan "ambivalensi peranan polisi", sehingga untuk 
menghindari kerancuan pembahasan dalam penelitian ini, maka 
fungsi/peranan Polisi yang hendak dibahas adalah fungsi/peranan Polisi 
sebagai aparatur penegak hukum di bidang peradilan pidana sebagai bagian 
"Criminal justice system" 
                                                 
21 Ibid. hal. 4-6. 
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Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, polisi memiliki 
fungsi/peranan di bidang penyidikan perkara tindak pidana. Fungsi ini dalam 
organisasi kepolisian diemban oleh "fungsi reserse", yang khusus 
melaksanakan hukum dalam bidang represif, yaitu melakukan segala tindakan 
sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Sehingga fungsi reserse atau 
penyidikan ini baru dilaksanakan setelah diketahuinya tindak pidana, baik 
melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan maupun diketahui langsung 
oleh penyidik. 
Adapun pengertian fungsi reserse atau peyidikan adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta 
penyelesaian dan penyerahan perkara kepada penuntut umum (Kejaksaan) 
dalam rangka sistem acara pidana.22 
Sebagai penyidik, polisi memiliki tugas dan wewenang khusus, yang 
diperlukan untuk kelancaran proses acara pidana, seperti yang telah 
ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian dan Pasal 14 
dan Pasal 15 dan KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) Pasal 6 dan Pasal 7. 
Pasal 6 KUHAP menentukan Penyidik adalah pejabat Polisi RI dan 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-
undang. Sesuai dengan permasalahan maka penelitian ini hanya 
memfokuskan diri pada penyidik Polisi.  
Wewenang penyidik seperti diatur dalam Pasal 7 KUHAP adalah: 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 
pidana; 
b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan melihat tanda pengenal diri 
tersangka; 
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
                                                 
22 Departemen Pertahanan Keamanan AKABRI, 1980, Fungsi Reserse POLRI, Jakarta, hal.5   
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g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi; 
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 
i. Mengadakan penghentian penyidikan; 
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
Sedangkan secara khusus dalam penanganan perkara pidana, 
Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk:  
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki  TKP 
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 
penyidikan 
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri 
e. Melakukan pemeriksan dan penyitaan surat  
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi  
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara 
h. Mengadakan penghentian penyidikan 
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam 
keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah tangkal terhadap orang 
yang disangka melakukan tindak pidana. 
k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik 
pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. 
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
Berkaitan dengan hal di atas tampak diketahui aturan-aturan tersebut 
memberi petunjuk "apa yang harus dilakukan" oleh aparat penegak hukum  
(dalam hal ini polisi) dan pihak-pihak lain apabila ada persangkaan terjadi 
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perbuatan yang melawan hukum atau apa yang disebut kejahatan dalam arti 
yang luas. 
Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab 
Undang – Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan ini dirumuskan sebagai 
serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti tersebut membuat terang adanya suatu tindak pidana dan 
guna menemukan tersangkanya. Dalam kenyataannya penyidikan dimulai 
sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan – keterangan 
mengenai : tindak pidana apa yang telah dilakukan; kapan tindak pidana itu 
dilakukan; di mana tindak pidana itu dilakukan; dengan apa tindak pidana itu 
dilakukan; bagaimana tindak pidana itu dilakukan; mengapa tindak pidana itu 
dilakukan; dan siapa pembuatnya. 
 
C. Pengertian Diskresi 
Kepolisian secara universal diberi kewenangan menggunakan diskresi. 
Kewenangan diskresi yang diberikan kepada institusi Kepolisian tidak 
terlepas karena sifat Kepolisian yang universal sebagai penegak hukum. 
Setiap kewenangan yang besar akan berjalan dengan baik bila dilakukan 
sesuai dengan prosedur yang benar dan professional. Tapi banyak juga para 
penegak hukum memanfaatkan kewenangannya untuk mencari keuntungan 
pribadi atau melakukan penyalahgunaan wewenang yang dapat dijadikan 
salah satu cara atau modus. Salah satu kewenangan yang dimiliki penyidik 
Polri adalah tindakan diskresi yang tertuang dalam perundang-undangan. 
Walker mendefinisikan diskresi sebagai wewenang yang diberikan 
hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata 
hati instansi atau petugas itu sendiri.23 Ada juga yang berpendapat bahwa 
diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang intinya membolehkan pejabat 
publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar UU, dengan tiga syarat. 
Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, 
                                                 
23 Toni Ariadi, Diskresi Kepolisian Dalam Perspektif Penegakkan Hukum, Kasubdit Fasharkan Dit 
Pol Air, Jakarta, 2009 
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dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Artinya, 
secara hukum mungkin ia melanggar, tetapi secara asas ia tidak melanggar 
kepentingan umum dan itu merupkan instant decision (tanpa rencana) dan itu 
bukan pelanggaran tindak pidana. 
Menurut Andi Hamzah, diskresi dengan istilah Latin discretio adalah 
suatu kebijaksanaan yang diberikan atas wewenang atau kekuasaan yang 
tidak atau tidak seluruhnya terikat pada ketentuan undang-undang.24 
Didalam hukum administrasi diskresi sering disebut sebagai “freies 
Ermessen” (kewenangan bebas) yang aslinya “Ermessen”, kemudian 
diterjemahkan Diskresi. Sebenarnya masalah diskresi atau freies Ermessen ini 
tidak perlu diatur dalam suatu ketentuan formal. Diskresi itu merupakan 
kewenangan bebas diskresi itu muncul secara insidental, terutama ketika 
peraturan perundang- undangan belum ada/mengatur atau rumusan peraturan 
tertentu bersifat multitafsir atau bersifat samar, dan diskresi tidak dapat 
diprediksi sebelumnya. Meskipun pemberian freies Ermessen atau 
kewenangan bebas (discresionare power) kepada pemerintah merupakan 
konsekuensi logis dalam konsepsi welfare state, akan tetapi pemberian 
diskresi ini bukan tanpa masalah. Sebab adanya kewenangan bebas ini berarti 
terbuka peluang penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) atau 
tindakan sewenang-wenang (willekeur) yang dapat merugikan warga Negara. 
Diskresi dapat dikatakan keputusan yang tidak terprogram lebih menyerupai 
perintah khusus yang sering membutuhkan kreativitas dan penilaian dalam 
tingkat yang lebih besar. 
Kaitannya dengan kewenangan diskresi kepolsian, menurut Satjipto 
Rahardjo memiliki latar belakang yang panjang, adalah adanya tarik menarik 
antara kepentingan hukum dan ketertiban25. “ketertiban” merupakan tujuan 
dan dambaan masing-masing, namun demikian terdapat perbedaan dalam 
penafsiran “ketertiban” itu. Yang satu menafsirkan ketertiban tersebut 
                                                 
24 Andi hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 152 
25 penolakan antara “ketertiban” dan “hukum”, oleh karena tuntutan yang masing-masing berbeda. 
Hukum disini merupakan lambang dari kepastian yang didasarkan pada peraturan, sedangkan 
ketertiban tidak perlu menghiraukan apakah hukum sudah dijalankan ataukah belum. 
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dipenuhinya prosedur-prosedur normatif tertentu, sedang yang lain dari segi 
hasil yang wajar dari hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.26 
 
 
 
 
 
                                                 
26 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar baru, Bandung,  tanpa tahun, hlm. 63 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Ketentuan Penggunaan Kewenangan Diskresi Kepolisian Berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia 
Polisi merupakan profesi yang senantiasa dapat dirasakan 
kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, karena itu segala sikap, perilaku 
dan tindakannya dengan mudah diamati dan cermati masyarakat, sekalipun 
demikian, ia (Polisi) mempunyai kedudukan yang istimewa, karena 
berwenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menggunakan 
hukum untuk menjaga keamaman dan ketertiban tersebut, sehingga Polisi 
juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk menegakkan hukum,27 bahkan 
apabila perlu dapat mempergunakan kekerasan.  
Kewenangan Polisi menggunakan kekerasan dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat, memperoleh pembenaran sebagaimana 
disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, Polisi adalah perwujudan monopoli 
negara untuk melakukan kekerasan, untuk mewakili kita semua bersikap 
netral dalam menghadapi konflik sosial. Polisi adalah hukum yang hidup, 
karena memang ditangannyalah hukum (yang abstrak) itu mengalami 
perwujudan, setidak-tidaknya di bidang hukum pidana.28  
Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo di atas, tampak adanya 
pertentangan dalam pelaksanaan peran Polisi sebagai pengayom, pelayan, 
pelindung masyarakat yang bermetodekan pendekatan persuasif, dengan 
tugas dan kewenangan Polisi sebagai penegak hukum yang harus 
menegakkan hukum dalam hal ini hukum pidana.  
                                                 
27 Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
memerintahkan, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta 
menegakkan hukum. 
Lihat juga ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, yaitu mengenai tugas pokok Polri, kemudian di dalam Pasal 14, Pasal 15, 
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur mengenai tugas dan kewenangan Polri 
dalam melaksanakan tugas pokok. 
28 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, 
Bandung, tanpa tahun, hlm, 109 
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Tugas menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum dapat 
menempatkan Polri dan masyarakat pada sisi yang berlawanan dalam masalah 
tertentu. Kepentingan negara didalam hukum dan ketertiban telah melahirkan 
petugas penegak hukum yang tidak hanya memiliki tanggungjawab tapi juga 
wewenang yang dapat memaksakan hukum dilaksanakan dengan baik. 
Penegak hukum memiliki kekuasaan diskresi atas penangkapan, penahanan 
dan tindakan-tindakan lain termasuk penggunaan kekerasan dan senjata api. 
Penggunaan kewenangan secara legal semakin memperkuat legitimasi Polisi. 
Sebaliknya, legitimasi Polisi akan melemah manakala diterapkan secara 
ilegal. Tetapi, kenyataannya tidak selalu demikian. Digunakannya 
kewenangan oleh Polisi saat menjalankan tanggung jawabnya selaku penegak 
hukum serta pemelihara keamanan dan ketertiban umum, walaupun secara 
legal, faktualnya masih juga acap kali menimbulkan persoalan yang 
mengurangi legitimasi Polisi.  
Ketidak-singkronan antara teori dan praktik itu membuktikan bahwa 
pekerjaan Kepolisian, termasuk dalam hal penggunaan kekerasan/kekuatan, 
tidak semestinya mengacu semata-mata pada aspek kebijakan 
formal/organisasional. Tidak kalah penting, terdapat unsur diskresi 
Kepolisian yang seharusnya dikuasai oleh segenap anggota Polisi. Dengan 
kedudukannya selaku agen perubahan sosial, Polisi dituntut untuk selalu 
bertingkah laku profesional. Perlakuan tidak beradab yang diterima oleh 
jajaran Polri bukan merupakan alasan yang menoleransi tindakan tak beradab 
atas warga. Ini merupakan tantangan yang tidak ringan untuk mengatasinya. 
Misalnya saja perlakuan yang diterima Polisi pada saat pengamanan kegiatan 
penyampaian aspirasi (unjukrasa/demonstrasi) masyarakat, para mahasiswa 
atau aktifis-aktifis lembaga kemasyarakatan (LSM).  
Beberapa kejadian unjukrasa di wilayah Indonesia yang dilakukan 
oleh para LSM, ormas Islam dan Massa pedukung calon-calon kepala daerah 
masih adanya yang bertindak anarkis. Seperti kasus Unas, Kasus Maluku 
Utara, Kasus Monas dan lain-lain. Peran anggota Polri yang ada ditempat 
kejadian sebagai  pengemban tugas pemelihara keamanan dan ketertiban serta 
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sebagai penegak hukum masih belum terlihat dan menunjukan eksistensinya. 
Keraguan dalam bertindak oleh petugas Polri  didalam unjukrasa yang 
bertindak anarkis tersebut sangat terlihat. Keraguan tersebut sangat relevan 
karena saat ini masyarakat sangat kritis karena bila ada anggota Polri yang  
melakukan tindakan keras dilapangan. Masyarakat, LSM dan kelompok-
kelompok tertentu akan berteriak bahwa Polri telah melanggar hak azasi 
manusia (HAM). Ketakutan masalah HAM inilah yang membuat anggota 
Polri ragu dalam bertindak.     
Polri adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan 
norma yang hidup didalam masyarakat (Police as an enforcement officer), 
yang dalam bertugas dapat memaksakan berlakunya hukum. Bila hukum 
dilanggar, diperlukan peran Polri untuk memulihkan keadaan pemaksa agar 
para pelanggar hukum menanggung akibat perbuatanya. Tugas Polri baik 
yang berlingkup Preemtif, Preventif, maupun Refresif tidak jarang harus 
dilakukan dengan kekerasan, hingga kekerasan dapat dikatakan baju dari 
pelaksanaan tugas Polri. Jadi hampir semua tugas Polri berpotensi melanggar 
Hak Asasi Manusia (HAM). Disini titik singgung antara Hak Asasi Manusia 
(HAM) dan Polri, yang bila tidak arif akan dengan mudah dikatakan bahwa 
Polri adalah aparat pemerintah yang paling potensial atau paling besar 
melanggar HAM, dimana HAM yang terkait dengan Polri itu hampir 
semuanya termasuk jenis generasi pertama yang bersifat fundamental.29  
Kewenangan diskresi masih belum banyak diketahui oleh setiap 
anggota Polri dan bagaimana seorang anggota Polri melakukan diskresi 
tersebut. Anggota Polri hanya tahu tentang diskresi tapi tidak jelas bagaimana 
melaksanakannya dan apa akibatnya bila diskresi tersebut disalahgunakan. 
Pemberian diskresi kepada polisi pada hakekatnya bertentangan 
dengan prinsip negara yang berdasarkan pada hukum. Diskresi ini 
menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi, suatu 
tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandasakan pada hukum juga 
merupakan suatu ideal yang tidak akan dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa 
                                                 
29 Kunarto, Pilisi dan HAM, Cipta Manunggal, Jakarta, 2000, hlm, 15 
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semua hal dan tindakan yang diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu 
keadaan yang tidak akan dapat dicapai.  
Hukum itu hanya dapat menuntut kehidupan bersama secara umum, 
sebab begitu ia mengatur secara singkat terperinci, dengan memberikan 
skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula 
kehidupan akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan 
kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri. 
Timbulnya diskresi pertama di Kepolisian dituangkan dalam pada 
penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961  tentang Kepolisian yang 
sangat berkaitan dengan penyidikan perkara, perlu dicatat bahwa dalam 
praktek Kepolisian pihak Kepolisian Negara berdasarkan kepentingan umum 
dapat menyampingkan suatu perkara yang serba ringan, sehingga perkara itu 
tidak sampai pada tingkat penuntutan oleh Jaksa.  
Praktek yang dimaksud itu dapat berlangsung terus sampai dengan 
digantinya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dengan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian.  
Dalam ketentuan Pasal 18 UU No 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian : 
1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat 
bertindak menurut penilaiannya sendiri; 
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
 
Pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 diganti 
dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Di dalam Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002, diskresi masih mempunyai “tempat” yaitu di dalam 
Pasal 18 yang bunyinya sama dengan Pasal 18 UU No 28 Tahun 1997, yaitu 
“Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 
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penilaiannya sendiri; Pelaksanaannya hanya dapat dilakukan dalam keadaan 
yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Pada Pasal 16 ayat 1 huruf l Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 
tentang Kepolisian yang berbunyi Polri berwenang mengadakan tindakan lain 
menurut hukum yang bertanggung jawab dan didalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) termuat pada 
Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang berbunyi penyidik dapat mengadakan 
tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 
Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian dan KUHAP adalah tindakan penyelidikan 
dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat. Pada pasal ini 
substansi hampir sama dengan diskresi tapi ada batasan yang jelas yang 
bertujuan agar penyidik tidak melakukan penyalahgunaan wewenang.  
Tindakan-tindakan penyidik  tersebut dibatasi dengan syarat sebagai 
berikut: 
1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum  
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya 
tindakan jabatan.  
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam 
lingkungan jabatannya.  
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.  
5. Menghormati Hak Asasi Manusia.30  
 
Bunyi lengkap dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sebagai 
berikut, “dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan pelaksanaan tugas 
(bertugas), maka Polisi Republik Indonesia berwenang :  
13. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 
                                                 
30 Penjelasan Pasal 5 KUHAP dan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Republik Indonesia 
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14. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 
perkara untuk kepentingan penyidikan;  
15. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 
penyidikan;  
16. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri;  
17. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  
18. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi;  
19. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara;  
20. Mengadakan penghentian penyidikan;  
21. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;  
22. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 
atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 
melakukan tindak pidana;  
23. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri 
sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan  
24. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
 
Syarat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 dan ketentuan dalam Pasal KUHAP ini ada yang 
berpendapat bahwa masuk lingkup diskresi, tapi ada yang menyatakan bukan 
lingkup diskresi sehingga masih perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi 
tentang tindakan lain dan diskresi ini. Tapi menurut AKBP Toni Ariadi, 
bahwa Pasal 16 UU No 2 tahun 2002 dan Pasal 5 KUHAP masuk dalam 
diskresi dengan alasan bahwa tindakan lain lebih ditekankan pada penegakan 
hukum, adanya pembatasan yang jelas, tindakan yang dilakukan adalah dalam 
lingkup jabatannya, tindakan tersebut tidak direncanakan dan memperhatikan 
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hak asasi manusia yang semuanya hampir sama dengan syarat yang terdapat 
dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian31.    
Disamping syarat yang terdapat dalam Pasal 16 UU No 2 tahun 2002 
tentang Kepolisian dan Pasal 5, serta  Pasal 7 KUHAP ada syarat yang 
terdapat dalam ilmu hukum Kepolisian 
yaitu:                                                                       
1. Tindakan harus benar-benar diperlukan (Noodzakelijk, Notwendig) 
atau     asas keperluan.  
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas 
Kepolisian (zakelijk, sachlich)  
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya 
suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang 
dikhawatirkan.Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran  yaitu 
tercapainya tujuan (Zweckmassig, doelmatig).  
4. Asas keseimbangan (evenredig). Dalam mengambil tindakan harus 
senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan 
atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan 
atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak. 
 
Berdasarkan pada ketentuan dan penjelasan di atas, tampak diketahui 
jika diskresi itu diskresi bertumpu pada pertimbangan moral Polisi dalam 
rangka pengambilan keputusan di tengah situasi sekompleks apa pun yang 
tidak hanya memenuhi unsur yuridis, tetapi juga nilai-nilai kearifan (moral). 
Karena diskresi hanya dapat diterapkan  dalam sebuah lingkungan 
sosiokultural yang otonom sehingga memberikan kewenangan kepada 
individu-individu Kepolisian yang cerdas sekaligus percaya diri untuk 
mengambil inisiatif (tidak selalu menunggu instruksi). 
Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan 
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara 
                                                 
31 AKBP Toni Ariadi, Diksresi Kepolisian Dalam Perspektif Penegakkan Hukum, Kasubdit 
Fasharkan Dit Pol Air, Mabes Polri, Jakarta, 2019 
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ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai penilaian pribadi. 
Diskresi pada hakikatnya berada diantara hukum dan moral. Atas dasar uraian 
tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum 
mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai, kaidah, dan pola 
perilaku. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum 
bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun 
dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.selain itu 
ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai 
pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-
pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, 
apabila pelaksanaan perundang-undangan tersebut malah menganggu 
kedamaian didalam pergaulan atau keadilan tidak dapat dilaksanakan.  
 
B. Standar Operasional Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam 
Pengamanan Aksi Masa Pada Saat Menyampaikan Pendapat Dimuka 
Umum (Demonstrasi) 
Tuntutan hukum dan tuntutan ketertiban sosial merupakan dua hal 
yang bersifat dilematis karena kedua tuntutan tersebut tidak selalu jatuh 
dalam suatu kesamaan tetapi seringkali terjadi pertentangan yang harus 
dilaksanakan dalam komunikasi yang sama. Artinya di satu sisi masyarakat 
menghendaki hukum dijalankan tetapi hal ini tidak selalu menimbulkan 
suasana ketertiban dalam masyarakat yang juga merupakan tuntutan 
masyarakat. Untuk itu perlu adanya penyerasian tindakan yang dapat 
memenuhi kedua macam tuntutan. Hal ini sama dengan fungsi Polisi yaitu 
untuk menanggulangi kejahatan, mendisiplinkan dengan segala tindakan yang 
memaksa dan tugas mengayomi yang keduanya dilakukan dalam orang atau 
masyarakat yang sama. Menurut Anton Tabah, di sini Polisi akan mengalami 
apa yang disebut dengan role distance atau role conflict. Sehingga untuk 
menghadapi situasi seperti itu Polisi memiliki kewenangan yang disebut 
diskresi. Diskresi Kepolisian dapat diartikan sebagai tindakan yang berupa 
kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan (power) yang ada pada Polisi untuk 
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melaksanakan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan 
dirinya.32 
Pemberian diskresi kepada Polisi pada hakekatnya bertentangan 
dengan prinsip negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini 
menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi, suatu 
tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandasakan pada hukum juga 
merupakan suatu ideal yang tidak akan dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa 
semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu 
keadaan yang tidak akan dapat dicapai. Hukum itu hanya dapat menuntun 
kehidupan bersama secara umum, sebab itu ia mengatur secara terperinci, 
dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, mak pada 
waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya diskresi 
merupakan kelengkapan dari sistem aturan oleh hukum itu sendiri.33 
Di seluruh dunia, anggota Polisi mempunyai wewenang yang 
namanya discreation. Kalau kasusnya tidak berat, itu boleh saja dia tidak 
tangkap, sehingga perkara tersebut tidak perlu sampai ke Pengadilan. Itu 
wewenang dia, walaupun itu sukar. Dia harus menggunakan akan sehatnya, 
itu namanya refresif non-yusticial, artinya tidak diajukan kepada Kejaksaan 
dan Pengadilan.34 Tindakan diskresi ini bukan tanpa resiko melainkan 
memiliki kondisi rawan untuk digugat di Pengadilan melalui Lembaga Pra 
Peradilan. Lebih-lebih dalam kondisi masyarakat saat ini yang sudah 
mempunyai pemahaman tentang hukum dan hak asasi manusia.       
Penerapan diskresi dalam penanganan/menghadapi kegiatan 
penyampaian aspirasi masyarakat melalui unjuk rasa pada prinsipnya 
mempunyai tujuan sebagaimana dituangkan dalam SKEP KAPOLRI NO. 
POL. : SKEP/ 258 / lV/2014 adalah : 
1. Terlayaninya unjuk rasa agar berlangsung dengan tertib guna 
menghindari huru-hara yang dapat menimbulkan jatuhnya korban, 
                                                 
32 Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm, 141 
33 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, 
Bandung, Tanpa tahun, hlm, 111 
34 Ibid., 51 
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kerugian materiil ataupun terganggunya keamanan dan ketertiban 
masyarakat; 
2. Mengupayakan tegaknya hukum dan ketertiban demi terpeliharanya 
keamanan dan ketertiban masyarakat. 
 
Untuk melaksanakan tujuan di atas, maka dalam menghadapi kegiatan 
penyampaian apirasi masyarakat melalui unjuk rasa, sasaran dalam 
pengamanan ditekankan pada :  
1. Menjaga dan melayani massa unjuk rasa agar tetap terkendali/damai 
dan tujuan sebagaimana di atas tercapai; 
2. Tidak terpancing oleh provokator/pihak penyusup; 
3. Tokoh pimpinan massa dengan Pengendali Satuan Dalmas masing-
masing dapat menjaga atau mengendalikan massanya dan anak 
buahnya; 
4. Mencegah agar massa unjuk rasa tidak anarkhi; 
5. Mencegah agar massa penonton tidak mempropokasi massa unjuk rasa 
untuk bertindak anarkhi; 
6. Melindungi dan mengamankan Team Negoisator dari desakan massa. 
 
Dalam melaksanakan ke-6 sasaran di atas, anggota Polisi yang terlibat 
tugas pengendalian massa, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut : 
1. Satuan dalmas dilarang membawa senjata tajam atau senjata api; 
2. Satuan Dalmas bergerak dengan atas perintah Komandan dan dalam 
ikatan satuan; 
3. Anggota Dalmas dilarang berdebat dengan massa (diserahkan Tim 
Negosiator) 
4. Penggurtaan Tongkat "T' hanya untuk mendorong massa. Bukan untuk 
memukul; 
5. Penggunaan peluru Hampa dan Peluru Karet atas permintaan Kasatwil 
(Kapolres) dan dilaksanakan oleh Unit Tindak; 
6. Cek perlengkapan perorangan/satuan. 
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Secara teknis, pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat 
melalui unjuk rasa di laksanakan dengan pola 4 (empat) lapis/ring atau sistem 
4 bershaf pengamanan, yaitu : 
1. Lapis/ring pertama (terdepan) adalah Tim Negoisator. Tim ini 
mempunyai tugas untuk melakukan negosiasi dengan 
pimpinan/penanggung jawab massa (koordinator lapangan), mengenai 
tujuan serta tuntutan-tuntutan yang akan disampaikan. Tim ini juga 
bekerja mengikuti irama/suasana aksi unjuk rasa. Artinya, apabila 
suasana aksi unjuk rasa mengarah kepada tindakan-tindakan yang 
anarkhi, Tim ini berupaya untuk membuat suasana menjadi tenang atau 
dalam keadaan kondusif. 
Disamping itu, tugas dari Tim negoisator adalah :  
a. Menanyakan surat pemberitahuan kepada pinrpinan massa dari 
Polri dan beritahukan kewajiban yang harus dipatuhi selama 
berunjuk rasa; 
b. Menjelaskan sikap dan kebijakan Polri terhadap massa; 
c. Menjelaskan undang-undang yang berlaku bagi pengunjuk rasa. 
2. Ring/lapisan ke-2 pasukan pengendalian massa (Dalmas). Pasukan ini 
berada di belakang Tim Negosiator. Tim ini bertugas menghalo massa, 
pada saat setelah Tim negosiator tidak berhasil meredam massa yang 
terus merangsek maju. Penghaloan (penghadangan) dilakukan dengan 
cara membentangkan tali/tambang ditarik melebar.  
3. Lapisan/ring ke-3 adalah pasukan anti hura-hara. Pasukan ini berada di 
belakang pasukan Dalmas yang berfungsi untuk membuat pertahanan 
pada saat setelah pasukan Dalmas tidak dapat menghalo/menghadang 
massa yang terus merangsek menuju sasaran aksi. Perlengkapan yang 
digunakan adalah tameng baja dan tingkat T; 
4. Ring/lapisan ke-4 adalah pasukan Brimob. Lapisan ini berada di 
belakang pasukan PHH, yang bertugas mengendalikan massa secara 
total. Artinya, pada saat massa tidak dapat dikendalikan oleh lapisan-
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lapisan sebelumnya, Pasukan Brimob menghalo massa dengan 
kekuatan penuh. Perlengkapan yang digunakan adalah senjata api 
dengan klasifikasi peluru hampa; peluru karet. 
 
Di dalam SKEP KAPOLRI NO. POL. : SKEP/ 258 / lV/2004, teknis 
kerja satuan Dalamas ditentukan : 
1. Satuan Dalmas melakukan penyekatan sementara/pengalihan route 
terhadap massa agar tetap tertib diiempat yang sudah ditentukan atau 
menghindari massa yang tidak sepadan; 
2. Satuan Dalmas tetap menunjukan sikap yang ramah, tidak terpancing 
emosi, tetap bertahan pada formasi yang telah ditentukan. 
3. Satuan Dalmas jangan sekali-kali berdiskusi atau membantah isu yang 
diangkat oleh massa pengunjuk rasa; 
4. Hindari kontak fisik, jangan mengancam/menggertak, tetap jaga sikap, 
jaga ketertiban dan keutuhan formasi. 
 
Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, maka terlihat 
sekalipun dalam pengamanan aksi massa dalam unjuk rasa petugas Polisi 
mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi atas-nama ketertiban 
dan kemanan masyarakat serta undang-undang, akan tetapi dalam 
pelaksanaannya tetap dibatasi dengan nilai-nilai hak asasi. Artinya petugas 
Polisi dalam mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tetap berpatokan pada 
prinsip melayani, mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum. 
Dalam hal pembubaran massa, membubarkan massa/mendorong 
adalah merupakan upaya paksa yang harus dilakukan oleh Satuan Dalmas 
mana kala Negosiator tidak mendapatkan kesepakatan dari massa pengunjuk 
rasa atau massa sudah diprovokasi oleh pihak lain untuk tidak patuh pada 
petugas. Pembubaran merupakan puncak dari kegiatan penindakan untuk 
menghentikan aksi massa yang sudah mengganggu keamanan dan ketertiban 
masyarakat.  
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Penangkapan terhadap provokator dan pelaku Tindak pidana adalah 
rangkaian penindakan terhadap pelaku unjuk rasa yang sudah brutal. 
Penangkapan dilaksanakan oleh Unit intel sesuai prosedur yang berlaku. 
Bila unjuk rasa sudah meningkat menjadi huru-hara dan massa sudah 
berubah menjadi anarkhis maka satuan dalmas mengadakan lepas ganti 
dengan Satuan PHH Brimob. Setelah Satuan dalmas lepas ganti dengan 
PHH Brirnob maka Satuan Dalmas mengadakan pengamanan rute, objek 
vital dan tempat-tempat penting yang berada disekitar area unjuk rasa. 
Setelah massa dapat di bubarkan dan situasi dapat dikendalikan 
maka massa diarahkan ke suatu tempat dengan dikawal oleh Satuan Dalmas. 
Pengawalan dilakukan oleh petugas didepan rombongan massa dan sebagian 
ada dibelakang rombongan massa. Setelah sampai ditempat yang dituju 
massa diberi pengarahan untuk kembali ketempat tinggal masing-masing 
dengan tertib. 
Seorang anggota kepolisian adalah seorang Petugas Penegak Hukum 
dan sesuai Artikel 1 pada Kode Etik PBB mengenai Petugas Penegak 
Hukum: 
“Petugas Penegak Hukum harus sepanjang waktu memenuhi tugas yang 
diberikannya oleh hukum, dengan cara melayani masyarakat dan 
melindungi semua orang terhadap tindak kejahatan, sesuai dengan tingkat 
tanggung jawabnya yang diharuskan pada profesinya. Artinya bahwa 
anggota kepolisian sepanjang waktu menghormati dan melindungi hukum, 
Perundang-undangan Indonesia dan Internasional, standar-standar yang 
diterimanya dan praktek-prakteknya. Banyak aturan yang merupakan dasar 
bagi penegak hukum/Polri didalam melakukan tugasnya dan ada sejumlah 
besar dokumen Internasional yang memegang peranan penting dalam 
perlindungan Hak Asasi Manusia diseluruh dunia.35  
Didalam penanganan unjuk rasa yang bersifat anarki penegak hukum 
selain memperhatikan prosedur tetap tentang tindakan tegas terukur 
                                                 
35 AKBP Toni Ariadi, Diksresi Kepolisian Dalam Perspektif Penegakkan Hukum, Op. Cit.,  
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terhadap perbuatan anarki juga harus mengetahui prinsip-prinsip dasar 
tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum. 
Polri sudah mengeluarkan prosedur tetap  didalam penanganan 
unjukrasa yang bersifat anarki yaitu Prosedur tetap Direktur Samapta 
Babinkam Polri No Pol:PROTAP/01/V/2014 Tanggal 2 Mei 2014 tentang 
tindakan tegas terukur terhadap perbuatan anarki yang berisi tentang 
bagaimana melakukan tindakan-tindakan terhadap para pengunjuk rasa yang 
telah anarki dan ditambah peraturan Kapolri No.Pol :16 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengendalian Massa.  
Setiap anggota Polri harus memiliki pemahaman serta menghargai 
keterbatasan kewenangannnya terutama yang berhubungan dengan 
mengatasi perlawanan dari orang-orang yang mereka jumpai dalam 
pekerjaan. Nilai dan rasa hormat pada kehidupan dan martabat manusia 
adalah dasar tugas polisi dalam masyarakat sehingga penerapan tindakan 
yang dilakukan harus sesuai dengan  penerapan secara etis penggunaan 
kekuatan selama pemolisian yang terdiri dari tiga prinsip, yaitu: 
1. Legalitas Semua kegiatan kepolisian harus legal dan menurut hukum 
yang berlaku; 
2. Keharusan Anggota kepolisian akan bertindak hanya jika ada 
kebutuhan untuk bertindak; 
3. Proporsionalitas Ini berarti bahwa semua pelanggaran terhadap Hak 
Asasi Manusia harus proporsional dengan sifat dan keseriusan yang 
ditimbulkan. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara Hak 
Asasi Manusia perorangan dan seberapa beratnya pelanggaran. 
 
Dasar-dasar yang ada bila dilakukan dengan sesuai prosedur dan 
professional dapat menghilangkan rasa ketakutan Polri untuk melanggar 
HAM dalam penanganan unjuk rasa yang bersifat anarki yang dilakukan oleh 
masyarakat, walaupun tindakan-tindakan pencegahan lebih diutamakan 
daripada tindakan refresif. 
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Unjuk rasa yang bersifat anarki telah melanggar hukum yang 
tercantum didalam KUHP maupun peraturan-peraturan lainnya. Ada beberapa 
pasal yang dapat dikenakan kepada para pengunjuk rasa yang bersifat anarki 
antara lain: 
Ketentuan Pasal 170 KUHP, (1). Barang siapa terang-terangan dan 
dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2). Yang 
bersalah diancam : 
Ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja 
menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan 
mengakibatkan luka-luka; 
Ke-2 Dengan pidana  penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan 
mengakibatkan luka berat; 
Ke-3 Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun  jika kekerasan 
mengakibatkan maut.   
 
Kemudian di dalam Pasal 406 KUHP, (1) . Barang siapa dengan 
sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakan, membikin tak 
dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang lain , diancma dengan pidana penjara 
paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus 
rupiah.    
 
C. Apakah Penggunaan Diskresi Kepolisian Dalam Pengamanan Aksi Masa 
Tidak Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia 
Tindakan diskresi bila tidak dibatasi dengan jelas, dapat disalah 
artikan bahwa pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus penyalahgunaan 
wewenang oleh penyidik yang dapat melanggar HAM. Masalah pelaksanaan 
diskresi terhadap para pelanggar hukum sering menyimpang dari ketentuan 
atau prinsip dari diskresi karena yang melaksanakan diskresi adalah Polisi 
yang bersifat individual jarang dilakukan oleh institusi baik ditingkat Markas 
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Besar, Kepolisian daerah maupun tingkat Polres.Lebih banyak dilakukan 
individu Polisi dan oleh karena itu penyimpangan terhadap diskresi 
mencakup pada tugas-tugas penyidikan. Penyimpangan diskresi dalam 
pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi penyimpangan diskresi aktif dan 
diskresi pasif.36 
Penyimpangan diskresi aktif adalah keputusan untuk mengambil 
tindakan Kepolisian yang seharusnya tidak  dilakukan oleh petugas 
Kepolisian dengan harapan untuk mendapatkan imbalan yang dapat dilakukan 
secara langsung maupun tidak langsung.sedangkan Penyimpangan diskresi 
pasif adalah keputusan untuk tidak mengambil tindakan yang seharusnya 
petugas Kepolisian mengambil tindakan seperti contoh petugas penyidik 
seharusnya melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tapi 
karena sudah mengenal tersangka penyidik membiarkan saja tersangka 
tersebut. Telah disampaikan diatas bahwa  diskresi Kepolisian, yaitu suatu 
tindakan Kepolisian berdasarkan atas penilaian sendiri seorang petugas Polisi 
dalam rangka kepentingan umum. Dalam pelaksanaannya, tindakan diskresi 
tetap harus memperhatikan rambu-rambu aturan yang berlaku dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara moral (noodzakelijk), tidak dimuati interes 
pribadi (zakelijk), serta harus terukur atau seimbang antara tindakan Polisi 
dengan berat ringannya kesalahan (even redig) serta tepat situasi (doelmatig). 
Meskipun sempat muncul penolakan karena pasal ini bisa dijadikan 
pembenar bagi setiap tindakan Polisi di lapangan, (yang dianggap benar atau 
pun salah), namun akhirnya DPR menyetujui karena pada dasarnya diskresi 
merupakan baju Kepolisian dalam menjalankan tugasnya.  
Diskresi dilakukan oleh petugas Polisi di lapangan adalah untuk 
menyelaraskan situasi, dengan keharusan seorang Polisi untuk bersikap tepat 
dan cerdas dalam perannya, tidak hanya sebagai penegak hukum, tapi 
sekaligus sebagai pembimbing masyarakat. Sebagai penegak hukum tentulah 
harus bersikap tegas dan mungkin juga perlu keras. Namun, sebagai 
pembimbing masyarakat sikap sejuk dan toleran tetap tidak boleh 
                                                 
36 Chrysnanda DL. Diskresi dan Korupsi.Jurnal Polisi Indonesia, 2002, hlm, 18 
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ditinggalkan. Sepertinya ada dua hal yang mustahil untuk dilakukan secara 
bersama-sama, di situlah akan teruji kapasitas dan kompetensi seorang Polisi 
yang mumpuni. Berbeda dengan profesi lain, profesi Kepolisian menuntut 
kecepatan dan ketepatan serta penafsiran pribadi terhadap fenomena yang 
terjadi, khususnya pada saat-saat genting atau mendesak. Karena itu, tugas 
seorang Polisi bukanlah menjalankan perintah atasannya, tetapi menjalankan 
perundang-undangan atau hukum. Peran pimpinan adalah mengarahkan, 
membimbing, dan mengawasi agar tidak terjadi kekeliruan. Tentu tidak 
mungkin menunggu petunjuk pimpinan manakala betugas Polisi dihadapkan 
pada peluang yang sempit sementara dia harus melakukan tindakan antara 
menembak seorang penjahat atau membiarkannya kabur dan terus menjadi 
ancaman masyarakat.37  
Dalam contoh lain yang ekstrim, mungkin saja seorang Polisi akan 
melepaskan (membebaskan) seorang pencuri beras karena alasan kelaparan 
atau terpaksa. Keadilan bukanlah menerjemahkan angka-angka, tetapi merinci 
mengapa sejumlah hari pantas dijatuhkan sebagai pemidanaan. Sebagaimana 
dijelaskan, luasnya diskresi membuka peluang untuk penyalahgunaan 
wewenang dan pelanggaran. Hal ini jelas perlu diantisipasi dengan 
pengaturan yang lebih rinci, limitatif, dan memiliki tolok ukur yang obyektif 
untuk menilai bagaimana aparat penegak hukum dan hakim harus 
menjalankan tugas dan wewenangnya. Kelemahannya adalah selama ini 
diskresi aparat penegak hukum dan hakim masih besar dan belum disertai 
tolok ukur yang obyektif dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat 
misalnya dalam diskresi yang luas dan subyektif bagi penyelidik/ penyidik/ 
penuntut/ hakim untuk mengartikan bukti yang cukup, ada kekhawatiran 
tersangka/ terdakwa melarikan diri, atau menghilangkan alat bukti. Selain itu 
masalah diskresi ini pun dapat dilihat dalam aturan MA, dimana tidak ada 
batas waktu yang jelas bagi hakim agung untuk menyelesaikan suatu perkara. 
Oleh karena itu, perlu dibuat suatu pembatasan atas penggunaan diskresi bagi 
aparat penegak hukum. Selain itu, untuk menutup peluang penyalahgunaan 
                                                 
37 Ibid., hlm, 20 
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wewenang, pengaturan tentang diskresi yang teknis, baik itu standard 
operation procedure (SOP), buku pedoman, Prosedur Tetap atau istilah 
lainnya, penting sebagai dasar untuk menilai performance dan perilaku aparat 
penegak hukum dan hakim. Sejalan dengan diskresi yang terbatas, adanya 
pembatasan perilaku yang spesifik bagi aparat penegak hukum, hakim dan 
advokat dalam menjalankan tugas merupakan hal yang tidak kalah pentingnya 
untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran. 
Selain itu, pembatasan perilaku yang spesifik akan sangat membantu upaya 
represif yaitu untuk menentukan sesuai tidaknya penggunaan wewenang atau 
perilaku aparat penegak hukum, hakim dan advokat dalam menjalankan 
tugas. Kelemahannya selama ini, aturan mengenai pembatasan perilaku bagi 
aparat penegak hukum, hakim, dan advokat yang biasanya diatur dalam 
undang-undang tentang lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan serta 
etika profesi, masih belum rinci.38 
Didalam melakukan tindakan diskresi Kepolisian ada beberapa aturan 
yang menjadi pedoman agar diskresi dapat dilaksanakan dan tidak terjadinya 
penyalahgunaan wewenang, yaitu kode etik didalam melaksanakan tugasnya 
yang tercantum dalam Pasal  34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian. 
Penggunaan diskresi yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam 
penggunaan kewenangan  benar-benar ditempatkan pada suatu porsi yang 
benar dan bertujuan untuk kepentingan umum tidak digunakan untuk tujuan 
yang tidak baik.Kode etik yang menjadi batasan dalam penggunaan diskresi 
harus dijadikan pedoman oleh segenap anggota Kepolisian.Selain itu juga 
dalam melaksanakan kewenangan ini setiap anggota Polri senantiasa 
bertindak berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, norma 
kesopanan, norma kesusilaan serta menjunjung HAM. 
Tugas Polri baik yang berlingkup pre-emtif, preventif, maupun 
refresif tidak jarang harus dilakukan dengan kekerasan, hingga kekerasan 
dapat dikatakan baju dari pelaksanaan tugas Polri. Jadi hampir semua tugas 
                                                 
38 Ibid.,  
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Polri berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Disini titik singgung 
antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Polri, yang bila tidak arif akan dengan 
mudah dikatakan bahwa Polri adalah aparat pemerintah yang paling potensial 
atau paling besar melanggar HAM, dimana HAM yang terkait dengan Polri 
itu hampir semuanya termasuk jenis generasi pertama yang bersifat 
Fundamental39. 
HAM merupakan hak-hak yang diakui secara konstitusional, maka 
pelanggaran HAM merupakan pelanggaran konstitusi, untuk mendukung 
terwujudnya kesadaran jamak atas eksistensi HAM  Indonesia, pemerintah 
menyadari bahwa didalam membuat kebijakannya harus memasukan  isu-isu 
HAM.  
Dengan adanya suatu pedoman bagi para penyidik Polri dapat 
dihindari suatu kesalahan dalam pelanggaran HAM didalam melaksanakan 
tugasnya. Ada beberapa kategori yang disebut Pelanggaran HAM meliputi: 
1. Kesewenangan (Abuse of power) yaitu tindakan penguasa atau aparatur 
negara terhadap masyarakat di luar atau melebihi batas-batas 
kekuasaan dan wewenangnya yang telah ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan.     
2. Kelalaian melaksanakan tugas (Violence By Omission) yaitu penguasa 
atau aparatur negara dalam menghadapi keadaaan tertentu tidak 
melaksanakaan tugas dan kewajiban sesuai dengan batas-batas 
kekuasaan dan wewenangnya yang telah ditetapkan 
dalamperaturanperundang-undangan.  
3. Pelanggaran berat hak asasi manusia (Gross Violation Of Human 
Rights) yaitu tindakan penguasa atau aparat negara yang mengkibatkan 
penderitaan fisik dan atau mental ataupun kerugian material atau 
immaterial serta mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap 
perseorangan maupun masyarakat.        
       
                                                 
39 Kunarto, Op. Cit., hlm. 4 
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Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dengan kuat 
di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak 
terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah 
sebagai respon dan reksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan 
manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakekatnya telah ada ketika 
manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah 
berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah 
diakui oleh manusia itu sendiri secara universal. 
Keterkaiatan anatar Polisi dengan hak asasi manusia, bahkan Polisi 
harus menjungjung nilai-nilai hak asasi manusia terdapat di dalam Pasal 16 
ayat (1) Undang –Undang Kepolisian menyatakan bahwa dalam rangka 
menyelenggarakan tugas pokok dan pelaksanaan tugas (bertugas), maka 
Polisi Republik Indonesia berwenang :  
1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 
perkara untuk kepentingan penyidikan;  
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 
penyidikan;  
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri;  
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi;  
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara;  
8. Mengadakan penghentian penyidikan;  
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;  
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 
atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 
melakukan tindak pidana;  
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11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri 
sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan  
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
 
Tindak lain yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 
2002 yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika 
memenuhi syarat –sayarat : 
6. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
7. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 
tersebut dilakukan;  
8. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;  
9. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan  
10. Menghormati hak asasi manusia.  
 
Tugas pokok polisi adalah melindungi,mengayomi,melayani dan 
menegakkan hukum dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang 
kondusif.anggota masyarakat dapat memainkan peranan yang sangat penting 
dalam membantu polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Wujud dari 
bantuan masyarakat dapat ditunjukan pada waktu Polisi mengindentifikasi 
dan memecahkan kasus kejahatan, menindak pelaku kejahatan dan gangguan 
kamtibmas lainya anggota polisi tidak dapat mengharapkan partisipasi aktif 
dari masyarakat apabila polisi tidak menghormati masyarakat, 
menyalahgunakan wewenang.melanggar hak asasi manusia dan tidak 
menunjukan perilaku profesional. 
Anggota masyarakat tidak akan pernah mempercayai dan bekerja 
dengan polisi yang melakukan kejahatan, bisa disuap, menutup-nutupi 
kejahatan, menggunakan kekerasan yang berlebihan atau menunjukan 
perilaku lainya yang tidak etis. 
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Karena itu.jika anggota polisi menghargai dan melindungi hak asasi 
manusia setiap anggota masyarakat, maka hasil positif yang dapat diraih, 
sebagai berikut: 
1. Terciptanya hubungan kerjasama yang lebih baik dengan masyarakat; 
2. Masyarakat mempercayai polisi; 
3. Terwujutya rasa saling menghargai; 
4. Terbangunya kerjasama dalam memerangi kejahatan; 
5. Terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif; 
6. Terbangunya profesionalisme Polisi. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
D. Kesimpulan 
1. Ketentuan penggunaan kewenangan diskresi Kepolisian diatur dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia, adalah : 
1. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, Polisi karena kewajibannya mempunyai 
wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab; 
2. Pasal 16 ayat (1), dalam bertugas, Polri berwenang, mengadakan 
tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; 
3. Kewenagan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 
KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di 
atas, dibatasi dengan syarat sebagai berikut: Tidak bertentangan dengan 
suatu aturan hukum; Selaras dengan kewajiban hukum yang 
mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; Tindakan itu harus patut 
dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; Atas 
pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; Menghormati 
Hak Asasi Manusia. 
2. Standar operasional pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam pengamanan 
aksi masa pada saat menyampaikan pendapat dimuka umum 
(demonstrasi), yaitu : 
1. Satuan dalmas dilarang membawa senjata tajam atau senjata api; 
2. Satuan Dalmas bergerak dengan atas perintah Komandan dan dalam 
ikatan satuan; 
3. Anggota Dalmas dilarang berdebat dengan massa (diserahkan Tim 
Negosiator); 
4. Penggurtaan Tongkat "T' hanya untuk mendorong massa. Bukan untuk 
memukul; 
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5. Penggunaan peluru Hampa dan Peluru Karet atas permintaan Kasatwil 
(Kapolres) dan dilaksanakan oleh Unit Tindak; 
6. Cek perlengkapan perorangan/satuan. 
3. Kewenangan diskresi dalam pengemanan kegiatan penyampaian aspirasi 
masyarakat dengan cara unjukrasa, penulis menyimpulkan, tindakan yang 
diambil dalam menangani para pengunjukrasa anarki dengan penggunaan 
kekerasan dan senjata api, tidak dalam kategori melanggar hak asasi 
manusia (HAM), karena Polri adalah penegak hukum yang diamanatkan 
oleh undang-undang untuk menegakan aturan yang berlaku sehingga 
hukum dapat ditegakan dengan benar.  
 
E.  Saran-saran 
Berdasarkan Kesimpulan di atas, saran-saran penulis :  
1. Perlu ada pengawas secara internal maupun eksternal terhadap penggunaan 
diskresi oleh Penyidik, sehingga Penyidik tidak menyalahgunakan 
kewenangan penerapan Diskresi; 
2. Penyidik wajib secara berkala membuat SP2HP untuk transparansi dalam 
pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.                                                           
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